BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai
gugatan praperadilan yang dilakukan tersangka kepada penyidik di Pengadilan
Negeri, disimpulkan bahwasannya:

1. Penyidik harus tetap melaksanakan putusan pengadilan tentang
praperadilan. Apabila penyidik tidak melaksanakan, maka berdasarkan
pasal 21 ayat 1 (satu) Perkapolri No 14 tahun 2012, penyidik harus di
berikan sanksi, setidaknya sanksi administratif misalnya berupa dipindah
tugaskan kewilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang
kurangnya 1 (satu) tahun. Adapun Kkriteria putusan praperadilan tidak
dilaksanakan oleh penyidik yaitu penyidik tidak mematuhi hasil penetapan
putusan praperadilan meskipun putusan tersebut telah ditetapkan oleh
pengadilan. Kemudian solusi penyelesaian ini dapat diselesaikan secara
internal, vyaitu dilaporkan ke atasan penyidik dalam hal ini dapat
dilaporkan sesuai tingkatan penyidik yaitu Kapolres, kapolda atau kapolri

dan/atau penyidik tidak taat tersebut dapat digugat ke pengadilan.

2. Praperadilan dapat diajukan yang kedua kalinya, namun dengan catatan
sepanjang tak mengatur hal yang sama dalam arti materi pokok
praperadilannya berbeda atau dalam kasus yang sama sepanjang materi
pokok belum diperiksa dipengadilan. Artinya jika materi pokok telah
diperiksa di pengadilan maka praperadilan tersebut tidak dapat diajukan

kembali.
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5.2. Saran

Ada beberapa masukan terhadap permasalahan yang dibahas peneliti,
antara lain:

1. Untuk menghindari hal — hal yang tidak diinginkan disarankan agar
penyidik tetap mentaati putusan pengadilan tentang praperadilan. Jika
penyidik tetap tidak melaksanakan, penyidik harus diberi sanksi,
setidaknya sanksi administratif. Karena tindakan tersebut berdasarkan
Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002 hal 9, dapat
dikategorikan sebagai contemt of court atau penghinaan terhadap

pengadilan.

2. Pengajuan ulang praperadilan tetap perlu dilakukan sepanjang memenuhi
syarat — syarat sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi. Hal itu karena praperadilan merupakan salah satu solusi hukum
yang bertujuan menegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Selain itu
Esensi dari praperadilan yaitu untuk mengawasi tindakan upaya paksa
yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka,
supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum,

bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
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